PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA .

JILA. Yani RT.07 Kode Pos 73611
TAMIANG LAYANG

SURAT PESANAN

Nomor - 027/ 187 / SP/ Satpol PP / 2023
Tanggal : 20 Oktober 2023
TENTANG

BELANJA PAKAIAN DINAS LAPANGAN

LOKASI : TAMIANG LAYANG, KECAMATAN DUSUN TIMUR
BIAYA :  Rp. 120.600.000,-
( Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Ribu
Rupiah)
WAKTU : 71 (Tujuh Puluh Satu) Hari Kalender
PELAKSANAAN : MULAI : 20 Oktober 2023

SELESAI : 31 Desember 2023

b ~ SUMBER DANA . DPA - SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Barito Timur Tahun 2023
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PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : JIn. Jend. A. Yani RT.07 Kec. Dusun Timur
Tamiang Layang 73611

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

SURAT PESANAN (SP) NOMOR DAN TANGGAL SP :
NOMOR : 27/187/SP/Satpol PP /2023
TANGGAL : 20 OKTOBER 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  RISTANTO PRATOMO, S.STP

NIP : 19801017 200003 1 004

Pangkat / Gol Ruang . Pembina Tk.I (IV/b)

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur selaku Pejabat
Pembuat Komitmen

Alamat :JIn. A. Yani RT. 07 Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur

Provinsi Kalimantan Tengah.
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama . HERMANSYAH
Jabatan . Pemilik
Alamat : Jl. Amd Tamiang Layang RT.01

- selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

r

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

, ke b
Mata | Harga | Harga Tanggal ' ‘

~‘ Uang Gatoan Kirim Pengiriman | Total Harga
Produk

Rp 29 Desember Rp
0. 2023 120.600.000,00
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SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan
total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:

a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang
dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat
serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

¢. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada
(tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;

d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang vyang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.

f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan

pelatihan (apabila ada);

g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing

barang.
b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:

a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di
dalam SP ini.
b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing,
dan pelatihan (apabila ada);
e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-
masing barang.
‘P" \bat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
: akukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP
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Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: . .
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Timur JI, A Yani RT, 07 Tamiang Layang

Kecamatan Dusun Timur Kode Pas 73611 - Kabupaten Barito Timur - Kalimantan Tengah

4, Tanggal Barang Diterima
Barang diterima pada 31 Desember 2023

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan
melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini. ‘
b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat penandatangan/Pengesahan Tanda Bk
Perjanjian menemukan bahwa:
1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga ba
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum
pada SP ini.

rang diterima oleh Pejabat

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat mfenolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

¢. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk
melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia
untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang
yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat
mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya () hari kerja.

6. Harga
1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas
pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya
asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

ewajj_la??n’ .untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang
yanka -ql,eh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran
 termasuk dalam harga SP.

=L
e

I'hn'_lgpat pergantian nama Penyedia,

o
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2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan ur?tuk .barang/jasa ;::ﬁ
bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (mmor], peng®

ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9, Perubahan SP
a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP. o
b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahaq
jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi .
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi
pekerjaan kepada Penyedia. ; .
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas
keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim
atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk
HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12, Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi
a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk
menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan
atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima
Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
1E! .Eejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan
cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa
anan Purnajual.
e tahuan cac;t mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukt
ia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka
kan dalar pemberitahuan tersebut.
erbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu
; nnnd’ahngaanengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan
lukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
'm*all_lm pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat
Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut.
'pjﬂ:_aihn atau penggantian tersebut sesuai
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
t Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
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13. Pembayaran
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakat dilakukan ~ oleh
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
1. penyedia telah mengajukan tagihan;
2. pembayaran dilakukan dengan sekaligus; dan
3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (serat

bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pambayint Aip¢

pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai belenResit D
pembayaran lengkap dan sah.

Pejabat

us perseratus) dan

14. Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja; _
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-
Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau ’
3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga
Barang/Jasa yang djjual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan
. tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi
administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda; dan
3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana
diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
| 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender

sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
arang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

edia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak

rbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan:

: bukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
'yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

gesahan Tanda Bukti Perjanjian
secara tertulis kepada Penyedia.
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¢. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontra
a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia. tidak dapat me
sesual ketentuan SP atau adendum SP;
b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bu

keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau N .
c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuni

ji i i dum SP.

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atatf Aden

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat—lambatnyasz
(Tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencaqa pe.mt{tusan
secara tertulis kepada Pejabat penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

k jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

laksanakan pekerjaan

kti Perjanjian gagal mematuhi

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan )
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar
1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum
dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat
dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar
kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang
dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

¢. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau
kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak
dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan
dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya
sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau behiubingsh
dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
t diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi
atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia. ‘ ,

hw ﬁ'd;“k satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan

h. uiu al_;jn menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau

baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui
elanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
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Berikut il adalah Bukt Perierime
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906230024701

 berikut ini memuat. i usaha untuk: .
; Perizinan Berusaha
Kode KBL| Judul KBLI Lokasi Usaha Tingkat Risiko g Status | Keterangan |
1 {14120  |Penjahitan A. YANI, Desa/Kelurahan  [Menengah Tinggi  {NIB___ Terbit
. Tamiang Layang, Kec. Dusun ; [Sertifikat |- Belum Lakukan
Pembuatan |Timur, Kab. Barito Timur, Standar  |Terverifikasi  |pemenuhan stan
Pakaian si Kalimantan Tengah - L.akukan maelalui 0ss.go.id
Kode Pos: 73617 pemenuhan  (paling lambat 80
' persyaratan  |(sembilan puluh)
melalui - |hari kerja sebelum
0ss.g0.id wakiu periiraan
mulai
beroperasi/produksi

i Dmm.mmm:myabamunmkm&nmdulKBLIyangmmntumdalamlmpiranmi. :
2. Pelaku Usaha waijib mI:l"me persyaratan dan/atau kewajibar; sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
. 4, ,-memmmmnmmmam
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0906230024701

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengggnti Undang-Undang Nomot
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusal
(NIB) kepada: :

1. Nama Pelaku Usaha : HERMANSYAH
2. Alamat . - JL. AMD, Desa/Kelurahan Tamiang Layang, Kec. Dusun Timur, Kab.
Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
3. Nomor Telepon Seluler : +6285248457526
Email e
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia  : Lihat Lampiran
(KBLI)
5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini beriaku di selurun wilayah Repubiik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akst

kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhe

laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana teriampir dengan tete
iemperhatikan ketentuan peraiuran perundang-undangan.

Diterbitkan di Jax.arta, tanggal. 8 Juni 2023

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elekironik
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